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Mengingat

a.

b.

DETGA.II RAIIUAT TUIIAI{ YAITG UAIIA ESA

BI'PATI UAI.,AITG,

bahwa dalam rangka mengimplementasikal kebijakan
akuntarsi berbasis akrual penuh di Pemerintah Kabupaten
Malang diperlukan terlebih dahulu penyajian kembali t aporan
Keuangan Tahun 2014, dipandang perlu menyesuaikan
Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntalsi Pemerintah Kabupaten Ma.lang;

bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a konsideran menimbang ini dan untuk
melaksalakan ketentuar dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerint€han Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah, ma-ka perlu meDgatur Perubalan
atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Kebijal<al Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mala-ng dengan
Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lcmbaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahal lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaar
Negara (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Talun 2004 tentarg Pemeriksaal,
Pengelolaar dan Targgung Jawab Keuangan Negara (I€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
l-€mbarar Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangar antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambalan t€mbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 201I tentang pembenrukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan L€mbaran Nega.ra
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (kmbararl Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentalg
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahar Daerah (lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 20l5 Nomor 58, Tarnbahan Iembaran Negara
Republik tndonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanar Umum (l,embararr
Negara Republik lndonesia Taiun 2OO5 Nomor 48, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021,
sebagaimara telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubaha-n atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badar Iayanan Umum (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 171, Tambahan L€mbarar
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangar (t-€mbaran Negr#a Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan I€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturar Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengeloLa.an Keuangan Daerah (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Talnbahan kmbaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineda Instansi Pemerirtah (L€mbaran Negara
Republik tndonesia Tahun 20O6 Nomor 25, Tambalan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturar Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akunta:rsi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik.lndonesia
Tahun 20lO Nomor 123, Tambahan t mbarar Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 "fah]ui 2012 tentarg Hibah
Daerah (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan lembarar Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TaIun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaar Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2O11 Nomor 31O);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OO9

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberiaa Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dal Belalja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 450),
sebagaimara telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Talun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 540);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentan8
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malarg Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keualgan Daerah (Iembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/Al,
sebagaimara tetah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentarg Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23
Tahun 20O6 tentang Pokok-pokok Pengelolaal Keuangan
Daerah (Lembaral Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010
Nomor 4/A);

20. Peraturar Daerah Kabupaten Malang Nomor I
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(lambaran Daerah lhbupaten Mala-ng Tahun 2008 Nomor 1

Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat ataa
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daera-h (l,embaran Daerah
Kabupaten Mala-ng Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
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21. Peraturar Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 20O8
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (l,emba-ran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2OO8 Nomor 2/E), s€bagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daera} Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2OO8

tentalg Pengelolaan Barang Milik Daerah (t€mbaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2Ol3 Nomor 4/E);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintal
Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2O11 Nomor 12 /E);

23. Peraturan Bupati Ma]arg Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2O14 Nomor 9 Seri D);

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Talun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang (Berita
Daerah lGbupaten Malang Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);

UEUUTUSKAIT:

Menetapkan PERATI'RAIT BI'PATI TETTAITG PERI'BAIIAIT ATAS
PERATT'R4.f, BI'PATI UAIITG I{OIOR 12 TAHI'N 2OI4
TEITTA.ITG XEBI.'AXAIT AI('I|TAITSI PEIERII{TAH KAAI'PATET
MAIAITG.

Paral I

Beberapa ketenhrar dalarn Peraturan Bupati Malang Nomor 12
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 9
Seri D) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubal ditanbahkan 1 (satu) angka yakni

angka 21 sehingga Pasa] 1 berbunyi sebagai berikut:

BA8 I
EETEITUAIC I'UUU

PaEl I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengar:
1. Daerah adalah Kabupaten Mala-ng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah lGbupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Keuangar Daerah adalah semua hak darl kewajibar Daerah

dalam rangka penyelenggaraal pemeriatahan daerah ya.ng

dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungar dengan hak dan kewajiban
Daerah.
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5. Pengelolaal Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaar,
pelaporan, pertanggungiawabar dan pengawasan keuangan
Daerah.

6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penyajian l,alrcran s€rta penginterpretasian atas
hasilnya.

7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep
dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuaJtgall,
pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari
pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahar.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkar dalam
menyusun dan menyajikal laporan keuangan pemerintah.

9. Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintalan yang selanjutnya
disingkat PSAP adalah SAP yanB diberi judul, nomor darr
tanSgal efektif.

10. Keblja]<an a-kuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praltik-praktik spesifrk
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan
dan penyajiar laporan keuangan.

11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur manua.l maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan
serta operasi keuangan pemerirtah.

12. Ang6axa]1 Pendapatan dan Belanja Daera} yang selanj utnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dal disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilar Rakyat Daerah dan
ditetapkan dengan peratursr daerah,

13. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transalsi dan
peristiwa itu tedadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setsra kas diterima atau dibayar.

14. t€.poran Realisasi Anggdan yang setanjutnya disingkat LRA

adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, betanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaar dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yaJrg

masing-masing diperbaldingkan dengan anggarannya dalam
satu p€riode.
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15. t-aporan Perubahan Saldo Anggaran l,ebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yarrg terdiri
dari SAL awa.l, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalarn
pendapatan-1,O, beban dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disinSkat BUD
adaLah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakar fungsi
Bendahara Umum Daeral.

18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah ysng terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peratuian perundang-undangan wajib menyampaikan laporarr
pertanggung,awaban berupa laporan keuangan.

19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangar untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

20. Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna
barang yang b€rada di Satuan Keda Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah.

21. Penyajiarr kembali (Restatemenfl ad.alah perlakuan akuntarrsi
yang dilakukan atas pos-pos dalam L€,poran Keuangan
Tahun 2014 yang perlu dilakukan penyajian kembali pada

awal periode ketika pemerintah daerah untuk pertama kali
akan mengimplementasikar kebijakan akuntansi ya.ng baru,
dari semula basis kas menuju alcual menjadi basis akrual
penuh.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai

berikut:
2

BA.B DY

KEf,ENTUAIT PERALIIIAX

PasI 5

(1) Penyusunan l,aporan Keuangan Tahun 2Ol4 berpedoman
kepada kebUakan akuntansi sebeluEnya.

(2) Pen5msunan ta.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

setelah di audit dilakukan penyajian kembali (restaternentl

berpedoman pada kebija-kan akuntansi ini.
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(3)Kebija.kan p€nyajiatr kembali (resfotern€n4 sebagaimana
dirneksud pada ayat (2) tercanturu da.larn LelllpAan Ill ysrg
meruIEkan begian tidak terpisehksn defi
Pcraturan Bupati ini.

Pu.I II

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tangat diundanglGn
dan berla.ku Burut sejak rang8al 1 Januari 201S.

Agar setiap orang mengetahuinya, memermtahkan pengufldangan
PeraturBn Bupati ini deugan penempatannya da.lam Berita Daerah
Kabupaten MalanS.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 23 Oktober 2015

BI'PATI DIALAITG

TTD

H. REITDRA KRFSNA
Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 Oldober 2015

SEKRETARIS DAERAH

TTD

AADW DIALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 23 Seri D

:i
oEl(lk*lrfucr..l(4EFt-fr rSotmERitDlLr Fr. r*l d5r-+relors&



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MALANG NOMOR 12
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKL'NTANSI PEMERINIAH KABLIPA'TEN
MALANC

KEBI.'AI(AIT PEIIYA.'IAI{ XEUBALI

IRESTATEMEI|f,) I"APORAIT IIEUAITGAIT TAIIT'IT 2014

A. T'UUDI

Sesuai PSAP 10 Paragraf 37 Kebijakan Akuntansi yarg digunakan

harus diterapkal secara konsisten pada setiap periode, untuk memberikan

informasi kecenderungan aIah ltread)posisi keuangan, kinerja, dan arus kas

dari waktu ke waktu bagi pengguna Laporan Keuangan. Apabila terdapat

perubahan kebijakan akuntansi sesuai Paragraf 42, Perubahan kebijakan

akuntansi tersebut harus disajikan pada La.porai Perubahan Ekuitas dan

diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keualgan. Atas dasar PSAP ini
perlu disajikar kembali (restatenena,) Neraca akhir kebijakal lama ke dalam

Neraca sesuai kebijakan baru ini (Neraca Restatemenq dan sebagai Necara

Awal untuk kebijakan baru. Dampa-k dari perubahan ini harus disajikan pada

Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Karena Kebijakan akuntansi lama tida-k mewajibkal menyuaun

laporan Perubahan Ekuitas, sedangkan kebijakan akuntansi baru mewajibkan

menyusun taporan Perubahan Ekuitas, dimana format perubahannya berasal

dari Surplus/Defisit Laporan Operasional, maka Penyajian Kemba.li Neraca

(Resto,tement) ini harus diikuti dengan penyajian Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE) dai l-aporan Operasional (LO) sesuai Kebijakal Akuntansi ini.

T\rJuan

l. Tujuan kebijakan penyajiar kembali taporan Keuangan ini adalah untuk

menetapkar dasar-dasar penyajian akun-akun almral yalg belum dicatat

dan dilaporkan dalam Iaporarr Keuangan awal dimulainya kebijakarr

akuntansi a.krua] ini, dalam rangka memenuhi tujuair akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahar sebagaimara ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan.
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Ruaag Llsgkup

2. Kebijalan in.i diterapkan pada alun-akun (akrual) sebagai akibat dari
pelaksanaan akuntalsi Pendapatan-lD dan Beban yang dicatat dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis alrual.

3. Pemyataan kebijakan ini berlalu untuk entitas akuntansi/pelaporan pada

Pemerintah Kabupaten Malarg yang memperoleh anggaran berdasarkan
APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Deflnl.l A.Lun-A.ku! Atrual
4. Pendapatan-ID adatah hak pemerintah daeral yalg diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

tidak perlu dibayar kembali.

5. Piutang ada.lah hal< pemerinta-h daerah yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tetapi belum

diterima uang kasnya.

6. Pendapatan diterima dimuka adalah kewajibal yang timbul karena adanya

kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau

sebagran barang/jasa belum diseralkan oleh pemerintal daerah kepada
pihal< lain.

7. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode peLaporar yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

8. Bebal dibayar dimqka ada.lah pengeluaran pemerjntah daerah yang telah

dibayarkan dari Rekening l(as Umum Daerah dan membebani anggaran,

namun barang/jasa/fasilitas da-ri pihal< ketiga belum diterima/dinikmati.
9, Beban yang masih harus dibayar adatah kewajiban timbul alibat

dinilcrati/diguna.kan bararg/jasa yarg diterima, sehingga menjadi hak
tagih sesuai perlanjian/komitmen yang dilakukan oleh SKPD, namun

sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran.

10. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang teladi akibat
penurunan marfaat ekonomi atau potensi jasa tedadi pada saat

penurunajr nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset

bersangkutan / berlalunya waktu.

11. Beban Penyisihan Piutarg merupal<an cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan

piutang.

12. Persediaan ada.lah aset lalcar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yarg dimaksudkar untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

daerah dan barang-barang yalg dirnaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkar dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

xqbriffieq.oc.i
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B. XIBI{'AXAIT PEITYAJIAIT

13. Format dan Akun Laporan Keuangan Restatenent disusun berdasarkar
kebijaksn akuntansi ini dan nilainya mempakan hasil konversi dan/atau
reklasifftasi Nilai Akun dari Laporan Keuangan Audifed posisi

31 Desember 2014.

14. Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi Aset Lainnya untuk tahun 20l4
dihitung dan disajikan dalam Laporan Operasional, demikiar pula

Akumulasi Penlrusutar darl Amortisasi dihitung sampai dengan

3l Desember 20|a, disajikan dalam Neraca ResraJement sesuai ketentuan
penyusutan pertama kali.

15. Beban Penfisiha-n Piutang merupakan selisih altara Saldo Akhir dengan

Saldo Awal Cadangan Penyisihan Piuta-ng, dengan catatan Saldo Akhir
Cadangan Penyisihan Piutarg, hfius disesuaikan dengan kebijakan

akuntarsi ini.

16. Beban dibayar dimuka, Beban yalg masih harus dibayar, Pendapatan

yang diterima dimuka, Pendapatar yang belum diterima (Piutang),

dihitung berdasarkan kebijakan akuntansi ini, disajikan dalam Neraca

Awal darr sebagai dasar penyesuian Beban dan Pendapatan-l,O yang

berkaitar dengan Laporan Operasional.

17. Nilai Pendapatar-l,O darr Nilai Beban merupal<an hasil konversi dari

l,aporan Realisasi Anggaran (LRA), untuk akun-akun yang berdampak

pada penambahan dan pengurangan Akun Ekuitas, Untuk akun-akun
yang pengal<uarr pendapatan-Lo dan beban bersamaan dengan

penerimaan dan pengeluaral kas pada rekening BUD, jumla-hnya sama

dengan nilai LRA. Sedangkan untuk akun-akun Pendapatan-l,O dan

Beban yang pengakuannya dicatat sebelum penerimaan dan pengeluaran

kas, jumlahnya disesuaikan dengan memperhitungkan saldo awal dan

saldo a-khir akun neraca yang berkaitan.

18. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2014 yang berasal dari
Hibah, Hasil estimasi nilai perolehar (dari Nilai 0 dan 1) dan Koreksi Nilai

disajikan dalam laporan Opcrasional dengan akun yang sesuai kebijakan

akuntansi ini.

19. Penambahan atau Penurunan Investasi Tahun 2014 baik permanen

maupun non peunanen yarg berakibat penambahan atau penurunan

Ekuitas, disajikan pada taporan Operasional dengan akun yang sesuai

kebijakan akuntansi ini.
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20. Fenambahan atau Pengurangan Dana Ca.dantan Tahun 2Ol4 yang
b€rakibo.r berrambah atau bcrkurarlEol.a Ekuita!, disajiksn pada I"Eporan

Operaaional dengan akun yang scauai kebiakan s-Luntansi ini.
21. Penambahar atau Fengurangan Asct lain-lain Tahun 2014 yang berakibat

bcrternbsh atau berkurangnya Ekuitac, disajikan p6da laporan Operasional
denaan okun yang s.luai kebtakan ekuntanei ini.

C. TAEAP.AI PEf,IA.'IA.i

22- Mcnyiapkan data yang rclafan untul daEar pcng8kuar a.l(un-al(un tcrkait
Ecperti misalnye untuk daear menghitung dan mencatat b€ben penyiBihan
piuteng dan cadengan Fnyisihan piut-ng, bcban penyuoutaa dan
akumuhsi penyusutar, bcbatr amqtiEali dfir akumulasi amortiseii.

23. Mealyqjikan kembali al{un-akun netac8 yang belum sama pcrla*uan
kebijalarnya, dcDga[ cara Eenerapkan kebja]an yang tErlaku yaitu ta.i.
alctral.

BI'PATI UALAIIG

H. REITDRA KRESI|A
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